
a. babwa untuk rnendukung ketancaran pelaksanaan tugas 
rugas tertentu dalam penyelenggaraan admlnistrasi 
pernerinrahan dan pembangunan diperlukan tf"nag-a 

pendukung/Jasa Pegawa, Tenaga Kontrak; 

b. bahwa pegawai berkompeten di bidaagnya sebagai Jasa 
Pegawai Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu dibenkan 

kescjahtcraan yang layak berupa .Jasa sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah: 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalrnana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bangka Selatan tentang Jasa Pegawai Tenaga 
Kontrak: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tenrang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belilung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
2 I 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 teruang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabuparen Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabuparen Bclnung Timur di 
Provins! Kepulauan Bangka Belitung (tcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4268): 

BUPATI BANG!v\ SELATAN, 

OEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI BA.l'IGKA SELATA.1'1 

NOMOR Ii TAHUN 2024 
TENTANG 

JASA PEGAWAJ TENAGA KONTRAK 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINS! KEPULAUAN BANG KA BELITUNG 

Mcng,ngat 

Mcnimbang 



3. Un.d!lll!(-Und~ Nomor 17 Tahun 2003 ten~ Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, 'rambahan Lembaran Negara lrepublik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

,Ne~ Republik Indonesia Nomor •l35:>); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent.ang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2004 
Nomor t,t,, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400): 

6. Untlang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang 

Pemerintahan Da.erah (Lembaran NeS."ra Republik 
Indone$ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Unda.ng-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara l!epulllik Indonesia 
'l'ahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7, Peraturan Pemermtah Nomar 12 Tahun 2017 tentang 

f'cdoman Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggoraan 
Pemerintahan L>aerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :JO 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
:-legRra Republik Indonesia Nomor 60411; 

8. Pcreturan Pcmerintah Nomor 12 'rahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
indonesia To.bun 2019 Nomor 42, Tambaban Leml:>aran 
Negara R~publik Indonesia Nomor632:!J; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020 

t-entang Pedoman Tekni• Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peratu:ran Daerah Kabupaten l:langka Selatan Nomor ~ 
Tahun 2022 tentang Penl.!elolaan Keuani;an Daerah 
(I.cmbaran Daerah Kabupaten Ba.ngka Selatan Tahun 2022 
Nomor4); 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. 1\nggaran Pcndapatan dan Bcianja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan dlsetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD. dan ditetapkan dengan 
peraturan dacrah, 

4. Belanja adalah sernua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang mengurangi Saklo Anggaran Lebih 
dalam penode t.ahun anggaran bersangkuran yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembaiJ oleb pemerintab 
daerah. 

5. Ookumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjurnya 

disingkat DPA·SKPD aclalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 
6. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya dtslngka: SPD 

adalah dokumen yang menyatakan rersedianya dana unruk 

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP 
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanJutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya dlsebut dengan kepala 
SKPKD vang mempunyai tugas metakeanakan pengelolaan 

APBD dan bertmdak sebagal bendabara umum daerah. 

PERA1'URAN BUPATI TEN1'ANG JASA l'l::GAWAI TE.NAGA 

KONTRAK. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

• 



15. PegJ'4ill Tet gd ho 1i adalah pegawai yang berstarus 

bukan Pegawai Ncgcn Slpll yang dipekerjakan herdasarkan 
Surat Keputusan Bupati atau Surat Perjanjian Kontmk 
Kerja. dcngan Pengguna Anggaran untuk mendukung 

penyelesalan tugas satuan kena dan didanar dan APBD 
Kabupaten Bangka Selatan 

8. Bendahara Umum Dacrah yang sclaniumya dismgkat BUD 

adalah PPKD yang bertmdak dalam kapasuas sebagal 
bendahara umum daerah 

9. Pengguna Anggaran vang selanjutnva di singkat PA adalah 
pejabat pcmegang kewcnangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi 

Perangkat Daerah yang dipimpmnya. 
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnva 

disingkat Kuasa BUD arlalah pejabat yang cliberi kuasa 
unruk melaksanakan scbagian tugas BUD. 

11 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnva d1singkat KPA 

adalab pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi Orgamsasr 

Perangkat Dae rah. 
12 Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat 

Daerah yang selanjutnya dlsingkat PPK-OPD adalah pejabat 
yang melaksanakan rungs! tata usaha keuangan pada 
Organ isasi Perangkat Daerah 

13 Surat Pcrintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya 

disingkar SPP adalah doku men yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran uruuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak 

kerja atau surat pcrintah kerja lainnya dan pembayaran 
gaji dengan jumlah. penertma. peruntukan dan waktu 
pembayaran terteruu yang dokumennya disiapkan oleh 
pejabat pembuat komitmen atau pcjabal pelaksana teknis 
kegiatan. 

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya d1s,ngka1. 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan olch BUD berdasarkan 
SPM. 



BAB IV 
PEMBAYARAN JASA 

Pasal 5 

(1) Besaran jasa pcgawai tcnaga kontrak dibayarkan ben:lasarkan 
ketentuan aebagaimana diatur dalam ~raturan Bupati 
Tlangl«t Selatan tentang Standar Harga Satuan yang berlaku, 

12) Pen-pan besaran jasa pegawai tenaga kontrak melebihi nilai 
besaran seba_gaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati tersendlri, 

(3) Jasa l'egav.'Qi Tenaga Konttak dapat diberikan Tambahan 
Petw,asilan bulan tertentu sebeear Rp.2.000.000,- [dua juta 
rupiah), ya.11g dibayarkan pada bulan menjelang Idul Fitri. 

BA:B Ill 
KON'CMAK KINERJ A INPJVJDU 

Pasal4 
(1) l'ega.wai tenaga kontrak yang melaksanakan tugas di masing· 

masing organisasi perangkat daerah harus rnengikat 
Perjan,jian kontrak kerja indi\'idu dengan pengguna anggaran 
pada organisasi peraugkat daerah. 

(2) Masa berlaku kontrak kerja paling Jama l (satuj Tahun, 

kecuali diatur dengan peraturan perunrlang undangan. 
(3) PA dilar~ melakukan perikatan kontrak jika tidak 

tersedia/tidak cukup ter,;e<iia anggaran untuk mendanai gaji 
pegawai tenaga kontral<, 

Faisal 3 

Pemberia.n Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pase.I 2 bertujuan 
untuk membantu dnn meningkatkan kesejahteraan pegawai 

tenaga kontrak. 

BIIB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum 
pemberian Jasa 1:>agi pegawai tenaga kontrak yang beke1ja di 
mstansl milik Pf:merin\ah Kabupa.ten Bangk,,_ Sela.tan. 



l!AE:l V 

PROSED'LJR PENCAIRAN 

Pasal 6 

l 11 Dalam rangka pcmbayaran Jasa pegawai tenaga. kontrak 
Peiabat l'embuat Komitmen/Pf!jRhat PeJaksana Teknis 
Kegiatan mengejukan SPP LS kepada Pcnsguna Anggaran 
di\engka1>i dengon : 

a. Daftar nominatii penenma yans ditandatan.i;ani oleh 
PA/KPA, PPK dan /at::Jll beodaham pengeluaran. 

b. Dokumen pendukung berupa surat keputusan/perjanjian 
kerja/kontrak/dokumen pendukung lainnya sesuai dengan 
ketentuan. 

c. Surat Permtah Pembayaran di singkat SPP (da.la.111 ha.I 
terdapat potongan pajok penghasilan Pl'h 21). 

(4) ContGh format daftar notninatif dan perjanjian kontrak kerja 
sebagaimana tereantum dalam Lampiran I dan Lampire.n II 
Peraturan Bupati ini. 

(51 Pcniba.ye.ran jasa seb>tgaimana dimaksud pada. ayat (1) 
dilakukan paling oepat pada hari kerja pertama bulan beojalan 
dan paling lambat ha.ti kerja kesepuluh bulan berikutnya. 

(6) Bendahara Pen~eluarAn wajih me,nunsut dan rnonyetur iuran 
BPJS Kesehatan, BPJS kctcnagakcrja.an dan PT.TASPEN (JKK 
dan JKM) ecsuai dengan kctentuan yang berla.ku. 

(7) Dalam hal terdapat jasa yang telah menjadi hak pegawai 
bulan-bulan sebelumnya yang helum dibayarkan, maka 
pembayarannya de.pat diajukan sckaligas. 

(8) Pelaksan8.8D pcmbayanm jasa ~ebaitafmana. dlmaksud pada 
"Y"' P) harus memperhatikan ketersediaan dana dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran mnsing-mastng Organisa.~i 
Perangkat Daerah. 

(9) Pembayaran jasa kepada p•p,awai tenaga kontrak 

dilaksan!lkan secara langsung kepada rekening masing 
masing pegav.•ai. 

(10) Dalam ha! ketentuan sebagairnana dJmak$Ud pada ayat (9) 

belurn d"pat dilaksanakan, pembayaran J"""- pe_$8.wai tenaga 
kontrak dilakukan secara langsung melalui rekening 
bendahara pengeluaran, 



BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Pa.da saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, Peraturan Bupati 
Bangka Selatan Nomor 3 Tohun 2023 tenlang Ja .... Pegawai Tenaga 
Kontrak !Berita Daerah Kabupalen Bangka Sclatan Tahun 2023 
Nomor 3), sebagaimana 1.elAh diubah dengan Peraturan Bupati Bangka 
Selatan Nomor 21 Tahun 2023 jnerita Daerah Kabupaten Bangka 
Selatan Tahun 2023 Nomor 21), dieabur dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hu ruf b dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat 
terjadi perubahan. 

(3) Penggun .. anggaran berdasarkan SPP yang diajukan Pejabat 

Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
sebagafmana dimalcsud pada ayat (1) paling Jama 1 harl 
setelah Surat Perintah Pemb!l3'aran diajukan segera 

menerbitkan Surat Perintah Membayar di singkat SPM untuk 
selanjutnya diajukan kcpada Kuasa Bcndahara Umum Daerah 
untuk penerbitan S1'2b. 

(4) Pengguna angggaran dilarang menerbitkan SPM apabila 
dokumen pendukune, SPP ticlak lengkap. 

(5) Berdasarkan SPM yang diajukan, Kuasa BUD menerbitkan 

SP2D, setelah dilalrukan pemeriksaan atas cara 
penulisan/pengisian jumiah MIP(a dan huruf SPM dan 
pemeriksaan kebenaran penulisan dalam SPll,I, termasuk tidal<: 

boieh caeae dalam penuuean dan pcngujlan kebenaran jumlah 
belanja/pengelwu:an dilwmngi dengan jumlah 
potongan/penerimaan dengan jumlah bersth dalam SPM serta 
pengujian atas ketersediaan anggaran, 

(6) SP2D yang telah ditcrbitkan dan ditandatangani diS<Jmp,,ik.,n 

ke Bank Sumsel Babel dan penerbit SPM serta disimpan 
ecsuai dcngan ketentuan yang berlaku. 

(7) Dalam haJ Sl'M berdasarknn hasil pemeriksaan dan pengujian 
seb<>gaimo.na dimaksud pada ayat 15) dinyatakan 

lengkap/benar, Ku .. sa BUD menerbitkan SP2D dan apabila 
terdapat ketidaksesuaian penulisan dan/ atau melebihl pagu 
anggaran, Kuasa E:lUD menolak menerbitkan SP2D. 



BERIT.~ 0/\ERAH KABUP/\1'EN 8/\NGK.~ SELATAN T/\t!UN 2024 NOMOR ~ 

Diundangkan di Toboali 
pada t.anggal ). Januari 2024 

Plh.S ~ERAH 
Ii,; KA Sli:LATAN. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aga,· seuap orang rncngetahuinya, memenntahkan pcngUndangan 

Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Benta Daerah 
Kabupaten Bangka Selatan. 
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LAMPlRAN I 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR \l TAtlUN 2024 
TE:NTANC ,IASA PEGAWAI TE;IIACA 
KONTRAK 
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xxx (=I tahun (20xx s.d sekarang] 

OPD 

I -Januari s/ d xxx 2ox., a. Masa Perjanjian Kontrak Kcrja 

b. Jabaran 

c. Masa Kerja 
d. Un11 t\.et')a 

Masa Perjanjian Kerj~ Jabata.n, da.n Unit Kerj-a. 

PIHAK KESATU menerim.a dan mempekerjakan Pihak KEDUA sebagai Pegawai 
Tenaga Konttak dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pual l 

PIHAK KESATU dan PIHAK f<li:OUA secara bersama - sa ma di sebut PARA P[HAK 

sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Petjanjian Konrrak Kerja 

dengan Ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pa$11l-Pasa1 sebagal berikut: 

JI. xxx 

tahir 
Pendidikan 

Alamat 
Dalam hal ini bertindak un\uk dart alas nama diri sendiri. unruk selnnjurnya 

disebu t Pl H!\K KEDUA. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sadan Keuaogan Daerah, 

untuk selanjutnya disebur PIHAK KESATU: 

LI. N ama xxx 

Ternpat I ,gt. xxx 

. xxx 
: xxx Nama 

JAhatan 

Pada harl ini xxx tanggal '°"' bulan xxx tahun Dua Ribu Dua Puluh xxx (xx-xx- 

20xx) yang bertandaiengan dibawah ini: 
I. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya dtsebut PLHAK KESATU: 

PERJANJIAN KONTRAK KERJA 

NOMOR: 814.l/,oc/OPD/20xx 

LAMPIRAN 11 
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 
NOMOR TAHUN 2024 
TENTANO JASA PEGAW/\l TENAGA 
KONTRAK 

CONTOH SURAT PERJ1\NJli\N KONTRAK KERJA 

KOP 



PaH.15 
Dls.lplln 

II) PIHAK K&DUA wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan, 

(2) Kewajiban bagi PIHAK KEDUA sebegaimena dimaksud pada aya; ( l l mehputl: 

a. setia dan taat pada Pancasila. Undang -Undang Dasar Negara RepubLik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan 
pernerintah yang sah: 

b menjaga persaruan dan kesaruan bangsa: 

c melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemennlah yang 
berwenang , 

d menaau ketentuan peraturan perundang-undangan: 

e. mela.ksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 
kesaderan, dan tanggung jawab; 

f. menunjukan integntas don kereladanan dalam sikap, perilaku, ucapan 

dan tlndakan kepada seuao orang, baik <Iida.lam maupun diluar 

kedmasan: 
g. menyunpan rahasia [abatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

[abatan sesual dengan Ketentuan peraiuran perundang-undangan: dan 

Paaa.l 4 

Ha.ri Kerja dan Jllm Kerja 

PIHAK KEDUA wajib bekerja sesuai dengan hari kcrja dan Jam kerja yang 

berlaku d1 mstansi PIHAK KESATU. 

Paoal 3 
Target Klnerja 

( 11 PIHAK KESATU membuat dan menerapkan target. kinerja bagi PIHAK KEDUA 

sclama masa Perianjian Kontrak Kerja. 
(2) PIHAK KEDUA wajib memenuhi target kinerja yang telah drtetapkan oleh 

PIHAK KEDUA 

(3) PARA PIHAK mcnandatangani target perjanjian kinerja sesuat peraturan 
perundang -undangan. 

PaaaJ 2 

Tugas Pekerjaan 
{IJ PIHAK KESATU membuai dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus 

dilaksan .. kan oleh PIHAK KEDUA. 

(2) PIHAK KE DUA wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang d ibenkan PIHAK 

KESATU dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggungjawab. 



cara: 

fasuuas menggunakan dengan kampanyc 4. Sebagai peserta 

Daerah/Negara. 
memherikan dukungan kepada calon Presiden /wakil Presiden dengan 

h bersedia duempatkan di seluruh wilayah Pemerint.ah Daerah Kabupaten 
Bangka Solatan. 

(31 Larangan bag, PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat l I I meliputi: 

a. rnenvalahgunakan wewenang; 

b menjadi perantara unruk rnendapatkan keunrungan pribadi dan/atau 
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain: 

c tanpa i.zin Pernerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 
danratau lembag_a atau organisasi internasional; 

d bekerja pada perusahaan asmg, konsult.an asing, atau 1embaga swadaya 
masyarakar asing: 

e. memiliki. menjual. membeli. rnengga.daikan, menvewakaa. atau 
memmjamkan barang-barang baik bergerak atau adak bergerak, dokumen 
atau surat be.rharga milik daerah/nega.ra secara ndak sah; 

f. metakukan kegiatan bersama dengan arasan, reman sejawar. bawaban, 
atau orang Jam didalam maupun d1 luar hngkungan kerjanya dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak Jain yang secara 

Iangsung atau lidak Jangsung merugikan daerah/negara; 
g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuaru kepada siapapun 

baik secara langsung ata.u tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk 

diangkat dalam jabatan; 

h rnencrima h.acUah atau auatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan/ai.~u pekerjaan: 

1. meJaku kan suatu tindakan a tau ndak melakukan suaru tindnkan yang 
dapar menghalangl atau rnernpersulit salah satu pihak yang dilayani 
seh,ngga mcngakibatkan kcrugian bagi yang dilayani; 

j. mcnghalangi berjalannya rugas kedinasan: 

k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/WakJI Presiden. Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakllan Darrah, atau Dewan Perwakilan 
Rakvat Daeran dengan ca.ra; 
I lkut serta sebagai pelaksana kampanye; 

2 Mcnjadi peserta kampanye dengan menggunakan etrtbut partai atau 
auibut Aparatur sipil Negara: 

3. Sebagai peserta ka.mpanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara 
lain, dan / Blau 



(J} l'IHAK KEDUA bcrhak mendapat Jasa sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah 

(21 Besaran Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan sebesar 
R p. xxx . xxx [xxx .xxx] 

Jasa 

Pual 6 

membua, keputusan dan Jatau undakan yang menguncungkan atau 
merugikan salah satu pasangan ealon selama masa kampanye 

;dan/atau 

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 
pasangan calon yang mcnjadi pesena pernilu sebelum, setama. dan/arau 
scsudah masa kampanye mcliputi pertcmuan, ajakan, bimbauan, 
seruan, atau pembenan barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam 
hngkungan unuc kerjanya, anggota keiuarga, dan masyarakat, 

m. m.embenkan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
atau eaten Kepada Daerah/Wakil Kcpala Daerah dengan cara mcmberikan 
surai dukungan dlsertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat 

Keterangan Tanda Penduduk seauar peraruran perundang .. undangan,dan 
n memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

dengan care: 
1. rerlibat dalam kegiatan kampanyc untuk rnendukung calon Kepala 

Dacrah/Wakil Kepala Daerah; 
2. meoggunakan fasilitas yang terkait dengan jabata.n dalam kegiatan 

kampanve: 
3 mernbuat keputusan danfatau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan saJ.ah saru pasangan calon selama masa kampanye: 
dan/atau 

-I mengadakan kegiatan yang mengaran kepada keberpibakan terhadap 
pasangan ca Ion yang menjadi peserta pcmilu sebelum, selama, 
danyatau sesudah masa kampanye mehputi pertemuan, ajakan, 
himbauan. seruan, aiau pcmberian barang kepada Aparatur Sipil Negara 

dalam lingkungan kerjanya. anggota keluarga, dan masyarakar. 

14) PIHAK KEOUA yang tidak mematuhi kewejiban dan /atau melanggar 
larangan sebagatrnana dimaksud pada ayat (2) dao ayat (31 dlberikan sanksi 

berupa 

a. Sanks: nngan berupa Teguran hsan; 

b. Sanksi sedang berupa Teguran tertulis; atau 
c Sanksi berat berupa Pemurusan hubungan Perjanjian Kontrak Kerja 

dengan honnat/'Ndak hormat; 



PasaJ 10 
Perllndungan 

(II PIHAK KE:SATU wajib memberikan perlindungan bagi PIHAK KEDUA berupa: 
a. luran Kepese1,aaan BPJS Kelenagakerjaan sebesar Rp. xxx.xxx .... 

b Jaminan kesehatan sebesar Rp . xxx.xxx.c.»: 
c. Jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp )00(..XXX.-~; 
d. .Jamman kema.tian sebesar Rp. xx.x.x.x."'"<,-;,-; 

PasaJ 9 
Ponghargaan 

(I) PIIIAK KESATU memberikan penghargaan kepada PIHAK KEDUA berupa 
Kesempatan pnoritas untuk pengembangan kompetensi: 

(21 Pembenan penghargaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dlmaksud pada 

avat (II diberikan kepacla PIHAK KEDUA apabila mempunyai pemlaian kinerja 
yang paling baik, 

Pengembangan Kompetens.i 

(II PIHAK KESATU dapat rnemberikan pengembangan kompetensi kepada PIHAK 

KEDUA unluk mendukung pelaksanaan selame masa Perjanjian Konl.mk 

Kerja dengan memperhatikan hasil penilalan kinerja PIH,\K KEDUA. 

(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Paaal 8 

Pa ... 17 

Cuti 

(11 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti sakit, cuti melahirkan. dan cut, 
bersama setama masa Pe,janjian Kontrak Kerja. 

(21 Cuu sebagairnana dimaksud pada ayat { 1 l dflaksakan sesuai dengan 
kereruuan peraturan perundang-undangan clan atas persetujuan P)HAK 

KESA TU. 

(3) Pembayaran Jasa sebagaimana dhnaksud pada a_vat (2j dilakukan sejak 

PIHAK KEOUA melaksanakan tugas. 

(41 Pembayaran Jasa kepada PIJ IAJ< KEDUA dilaksanakan selama masa kerja 
efekllf 1 [satu] bulan setelah PlHAK KEDUA bekerja. 

(5) Penerilnaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), dapat 
drlakukan pemorongan pada saat pembayaran. sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



Paw 11 

Pemutusa.n Rubungan Pcrjanjla.n Kerja 

PIIIAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat metakukan pemu1usan hubungan 

Perjanjian Kontrak Kcrja dengan kctentuan sebagai bcrikut: 
( 11 Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dilakukan apabila: 

a. Jangl<a waktu Perjanjian Kontrak Kerja berakhir; 
b PJI lt\K KEDUA mcninggal dunia; 
c. PIHAK KEDUA mengalukan permobonan berhenu sebagai Pegawa! dengan 

Perjanjian Kontrak Kerja; atau 
d. Terjad! perampingan organisasi atau kebijakan pernerintah yang 

mengakibatkan penguranga.n Pegawai Tenaga Kontrak: dan 

e. Terisinya jenis/cugas jabatan pegawai ienaga kornrak oteh 

CPNS/PNS/Mutasi PNS/PPPK. 
(2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kontrak KeJJa dengan honnat udak atas 

pennintaan sendiri dila.kukan apabila: 

a. PIHAK KEDUA dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
Lelah memiliki kekuatan hukurn tetap karcna melakukan tindak pidana 

penjara paling singkat 2 (duaJ tahun dan tindak pidana dilakukan dengan 
tidak berencana; 

b. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran kewajiban dan/a1au tarangan 
scbageimana yang dimaksud dafam PasaJ 5; dao 

c PIHAK KEDUA udak dapal memenuhl target kmerja yang Lelah disepakati 

sesuai Perjanjian Kontrak Kerja. 
(3) Pernurusan hubungan Perjanjian Konrrak Kerja tidak dengan hormat 

dflakukan apablla: 
a rnelakukar. penyelewengan ternadap Pancasila dan I atau Undang-Undang 

Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tabun 1945; 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang 

Lelah merniliki kekuatan hukum tetap karena melakukan undak pidana 

kejahatan jabatan atau Lindak pidana yang ada hubungannya deng,an 
jabatan: 

c menjadi anggota dan/atau pengurus parta.i politik; dan 

(21 Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayac (ll hurui a, huruf b, huru£ c. 
dan huruf d dilakukan dengan mengikul sertakan PlHAK KEDUA dalam 
program sistem jarninan sosial na.sional. 

(31 Pernberian perlindungan kepada PIHAK KEDUA sebagaimaua dimaksud pada 
ayat ( l] dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan pcrundang 
undangan 



\ EI..ATAN, 

""" """" NIP. """ 

PIHAK KESA.TU, PIHAK KEDUA, 

Demikian Perjanjian Kerja mi dibuat dalam rangkap 2 [dua] oleh PAAA Pl HAK 

dalam keadaan sehat clan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari 
pihak manapun, maslng-masmg bermererai cukup clan mempunyai kekuatan 

hukum yang sama. 

Penutup 
Pa&al 14 

Penyele•alan Perselisihan 

Apsbtla dalam pPlakAA.nAA11 Perjanjian Konrrak KPrja im rerjadi per~lisihan 

maka PIHAK Kt;;SATU dan PJHAK KEDUA sepakat menyelesaikan perselisihan 
tersebut sesual dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Paaal 13 
Lain-la.in 

(I) PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan seluruh ketenruan yang telah diatur 

dalam peraturan kedinasan dan perauiran lainnya yang berlaku di PIHAK 

KESATU 

(2) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan rnenjaga kerahasiaan baik dokumen 

maupun mformasi mink PII-IAK KESATU sesuai dengan ketenruan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) PIHAK KESATU dapat mernperpanjang masa Perjanjian Kontrak Kerja yang 

dilaksaoakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

d dihukum penjara berdasarkan purusan pengadilan yang telah memilikt 

kekuaran hukurn tetap karena metakukan undak pidana yang diancam 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lcbih dan tindak pldana 

tersebut dilakukan dengan berencana 


